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BAB I

PENDAHULUAN

1,1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara

wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi

kebutuhan dasamya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor, terutama

yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar

masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Kurangnya

kinerja pelayanan publik ini antara lain di karenakan belum di

laksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pelayanan publik oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan

secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi

pemerintah, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki

implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu diperlukan Laporan LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang berisi

dokumen penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai indikator kinerja, diharapkan melalui

perjanjian kinerja tersebut terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang

tersedia, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan. Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah yang dipergunakan sebagai

pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian

kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada

di Kabupaten Punivorejo yang menyelenggarakan pelayanan publik di

bidang administrasi perizinan, telah berusaha untuk menyelenggarakan
I



pelayanan publik secara trasparan dan akuntabel sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo, namun demikian kami menyadari bahwa didalam

penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu adanya pembenahan

sehingga di harapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Maksud dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja lnstasi Pemerintah

(LKjlP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo untuk tahun 2023 ini, adalah dimaksudkan untuk

melaporkan kinerja tahunan baik kepada atasan maupun kepada publik,

yang berisi pertangungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD

Kabupaten Purworejo.

2) Tujuan

Adapun tujuan dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Puruvorejo;

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pumrorejo untuk meningkatkan kinerja;

c. Menciptakan sistem akuntabilitas kinerja di instansi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purworejo.
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1.3. PROFIL ORGANISASI

1 .3.1. Budaya Keria Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen

reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui

penggalian, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke

dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten,

konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna

dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Budaya Kerja bertujuan untuk:

a. Meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;

b. Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;

c. Mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil

sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya;

d. Memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan

karakter budaya lokal.

Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu

bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional yang disebut

"BERIMAN-PROFESIONAL". Nilai Budaya Kerja "BERIMAN-

PROFESIONAL" mengandung maksud sebagai berikut:

a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan

bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. lkhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela

sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan

imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya

yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata

karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha

Kuasa;

c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara

jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna

yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;

-)



1.3.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwore.io Nomor 97

Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman lvlodal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PuMorejo, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan

bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah

yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem

informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu,

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi, Dinas Penanaman l\4odal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PuMorejo terdiri dari:

1) Kepala DPMPTSP;
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d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat

mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;

e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu

menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai

kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat

bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.



2) Sekretariat;

3) Kelompok Jabatan Fungsional

,,1.4:,|..1. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu,

melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi

perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

I ) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyiapan perumusan

kebijakan teknis;

b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas

bidang secara terpadu;

c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan

dan pengendalian administrasi perencanaan,

dan umum;

d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan

dan pengendalian keuangan dan

kepegawaian;dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala DPMPTSP sesuai

dengan tugas dan fungsi.

2) Sekretariat,membawahkan:

3) Subbagian Umum;

4) Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum mempunyai tugas

melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan

5



,t.4.1.2.

1.4.t.3.

dan pelaksanaan kebiiakan teknis, melayani dan

mengendalikan administrasi di bidang umum yang

meliputi:

a.menyelenggarakan administrasi barang milik

daerah;

b. menyelenggarakan administrasi umumi

c. menyelenggarakan pengadaan barang milik

daerahi

d. menyediakan jasa;

e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik

daerah;

f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

g. menyelenggarakan administrasi keuangan;dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas

jabatannya.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional

dibawah Sekretariat terdiri atas Jabatan Fungsional

yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan fungsi lain

sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman

l\4odal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala DPMPTSP. Kelompok Jabatan

Fungsional Bidang Penanaman Modal terdiri dari

Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF.

Koordinator sebagaimana dimaksud

sekurangkurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional

Ahli Madya. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
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'l) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana

umum, rencana strategis dan rencana

pengembangan penanaman modal lingkup daerah

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup

daerah;

3) pengembangan potensi dan peluang penanaman

modal lingkup daerah dengan memberdayakan

badan usaha melalui penanaman modal, antara lain

meningkatkan kemitraan dan daya saing

penanaman modal lingkup daerah;

4) penyusunan dan pengembangan kebUakarl/strategi

promosi penanaman modal lingkup daerah;

5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di

dalam dan luar negeri;

6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi

penanaman modal;

7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman

modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

8) pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian

permasalahan penanaman modal, dan

pendampingan hukum;

9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewariban

perusahaan penanaman modal sesuai dengan

ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-

undangan;

10) pembangunan dan pengembangan serta

pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat,

perangkat daerah teknis terkait perencanaan,

deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
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12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan

iklim, promosi, pembinaan, pengendalian,

pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan

penanaman modal pada sistem teknologi informasi

(secara elektronik) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan;dan

13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinir

pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Penanaman Modal yang meliputi:

1) menetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang

penanaman modal yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten, yang meliputi:

a. menetapkan kebijakan daerah mengenai

pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan

penanaman modal;dan

b. mengevaluasi pelaksanaan pemberian

fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman

modal.

2) membuat peta potensi investasi kabupaten, yang

meliputi:

a. menyusun rencana umum penanaman

modal daerah kabupaten;dan

b. menyediakan peta potensi dan peluang usaha

kabupaten.

3) menyelenggarakan promosi penanaman modal

yang meniadi kewenangan daerah kabupaten, yang

meliputi:

a. menyusun strategi promosi penanaman

modal;dan

b. melaksanakan kegiatan promosi penanaman

modal daerah kabupaten.
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4) mengendalikan pelaksanaan penanaman modal

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang

meliputi:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkorinisasi

pemantauan pelaksanaan penanaman

modal;dan

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.4.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan

fungsi:

1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan

nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2) pelaksanaan,pemeriksaan,identifikasi,verifikasi/vali

dasi dan pengelolahan data perizinan berusaha dan

nonperizinan;

3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi

dan pengadministrasian pelayanan perizinan

berusaha dan nonperizinan:

4) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi,

konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan

nonperizinani

5) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam

rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;

6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan

berusaha dan nonperizinan;
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7) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat

dan perangkat daerah teknis dalam rangka

pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

8) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan

pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi,

penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan

konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;dan

9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas

mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan

Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

meliputi:

1) menyelenggarakan pelayanan perizinan dan

nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang

penanaman modal yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten, yang meliputi:

a. menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan

nonperizinan berbasis sistem pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara

elektroniki

b. memantau pemenuhan komitmen pedzinan dan

nonperizinan penanaman modal;

c. menyediakan layanan konsultasi dan

pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan terpadu perizinan dan non

perizinan:dan

d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.

2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi

perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada
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tingkat daerah kabupaten, meliputi mengolah,

menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi

perizinan dan nonperizinan berbasis sistem

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik;dan

3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.2.5. Jabatan Fungsional Dan Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis

Jabatan Fungsional sesuaidengan bidang keahlian dan

ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan

Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis

jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan

fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan

keahlian dan ketrampilan tertentu.

1.4. StrukturOrganbasi

SauKur Organisasi Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pum/orejo, adalah sebagai berikut :
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KEPALA DPMPISP

SEKRETARIAT
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1.6. Sumber Daya DtNPMpTSp

1.6.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Karyawan /
Karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Punarorejo terdiri dari pNS sebanyak 14

(empat belas) pegawai yang terdiri dari 8 (delapan) pegawai laki-laki

dan 6 (enam) pegawai perempuan dengan klasifikasi sebagai

berikut:

Golongan lV.! lV/a
* tv/b
* lv/c

: 2 orang
: - orang
: 't orang
: 1 orang

: 6 orang
: 4 orang
: - orang
: 2 orang
. - orang

: 4 orang
: - orang
:l orang
:l orang
: 2 orang

: 2 orang
: - orang
: - orang
: - orang
'.2 orang

14 orang

Golongan lll
* lllla
* ilt/b
.:. ilt/c
* ut/d

Golongan ll.:. |ta
a il/b
.} lllc
* [/d

Golongan I

{. 1la
n1/b
* 1lc
* 1td

*SD
* SLTP
.:. SLTA
*02
*D3
*D4
ns1
ns2

2 orang
1 orang
2 orang
- orang
3 orang
- orang
4 orang
2 orang

Total

Berdasarkan Pendidikan
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Diklat Penunjang
.1. Pimpinan Tk. ll
.!. Pimpinan Tk. lll

{. Pimpinan Tk. lV

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

Diklat Teknis

* PTSP Bidang PM Tk. Pertama

* PTSP Bidang PM Tk. Lanjutan

* PTSP Bidang PM Tk. Sektoral

* Diklat IMB

* Diklat SPIP

.!. Penerapan Akuntansi berbasis Akrual

.:. Diklat kearsipan

1.6,2, Sumber Daya Aset / Modal

: 5 orang

: 5 orang

: 2 orang

: 2 orang

:l orang

: 3 orang

: 2 orang

No Uraian Keterangan

1 Tanah Luas Lahan : 18.491 m2 yang
berlokasi di Jln. Proklamasi No. 2
Punrorejo milik Pemkab Punarorejo

2 Banqunan Gedung Luas Bangunan : 1 .063,5 m2

Peralatan Kerja Kantor 69 unit komputer,4l unit printer, '12

unit laptop, 1 bh mesin ketik manual,
4 unit LCD Proyektor, 43 bh UPS, 1

unit Telephone PABX dan Faxsimile,
9 Scanner, 1 Komputer Aniungan

4 Perlengkapan Kantor I bh AC Split, 1 bh Kipas angin, 2 bh
Dispanser, 30 bh meja kerja, 3 bh
bangku tunggu panjang, 1 bh
televise.

5 Alat Transportasi 3 unit mobil dinas dan 5 unit motor
d inas

b Alat Penyimpanan
Perlengkapan dan berkas
Kantor

20 unit (12 bh lemari besi,6 bh filling
besi/metal, 2 bh rak kayu/besi).

7 Peralatan studio dan
dokumentasi

2 bh tustel/kamera digital, 1 bh audio
Tape Reel Recorder/speaker aktif.

8 Sistem lnformasi Manajemen E-permit ( software aplikasi SIM
perizinan), Si lda, OSS
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1.6.

1.6.3. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun anggaran 2023 Dinas penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan DpA SKpD Nomor

DPA/A.'ll2.18.0.00.0.00.01.0000t001t2023 dan DppA SKpD

DPP NB.1 12.1 8.0.00.0.00.01 .000OtO01 l2OZ3 mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp 3.790.303.276,00 dengan rincian anggaran

sebagai berikut :

NO URAIAN
ANGGARAN

(Rp)
1 Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1 .369.528.667,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 796.537.877,00

2 Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang 284.182.800,00
Belanja Jasa 847.807.932,00
Belanja Pemeliharaan 77.063.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4't5.183.000,00

Sistematika Penyusunan LKJIP

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan

Fungsi, Strukur Organisasi, Sumber Daya, Permasalahan Utama

l5

1.7.

lsu Strategis
Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan

daerah bidang Penanaman Modal adalah:

1) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin

tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil,

transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat

sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;

2) Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik

para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di

Kabupaten Punarorejo;

3) Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara

kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana

pendukungnya.



b

yang dihadapi dan lssu Strategis Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DpMpTSp) Kabupaten purworejo,

dan Sistematika Penyusunan LKjIP;

Bab ll Perencanaan Kinerja

Berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas

Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DpMpTSp)

Kabupaten PuMorejo Tahun 2023;

Bab lll Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten PuMorejo

dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten PuMorejo tahun

2023:

Bab lV Penutup

Berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Purwore.io tahun 2023 dan Langkah-langkah yang akan

dilakukan untuk meningkatkan kineqa Dinas Penanaman Modaldan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo

lahun 2024,

Lampiran

c

d

e

t6



BAB !I

PERENCANAAN KINERJA

Meskipun demikian, sebagai jajaran perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja

sebagai ma na tertuan g dalam R P J M D Kabu paten purworejo T ahun 2OZ1 -2026.
2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

lndikator kinerja Utama (lKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan

Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

merupakan indikator klnerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders yang menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta

penyelenggaraan pelayanan urusan bidang penanaman modal. lndikator

Kinerja Utama terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward

looking yaitu perspeKif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang

menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan

bidang penanaman modal. Perspektif kedua bersifat inward looking yang

menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal DPMPTSP. Penetapan

indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis

dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. lndikator ini

digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan

keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran

(output). IKU DPMPTSP Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.'t

di bawah ini:

Tabel 2.1 lndikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab.Purworejo

l{o Seseran Inditrtor Kiaerja Utana
Pcnjelura / Foruuh

PcrhltllErn
SuEber Ihte Pr[rrg[!g Jrcab

1
Meningkatnya Realisasi

Penanaman Modal

Realisasi Penanaman

Modal

Realisasi Penanaman

Modal Tahun begalan

DPMPISP (Sunber data

dari LKPM)
DPMPISP

2
Meningkatnya kualitas

p,elayanan Publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat (llffi)

Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan

Masyarakat (lKM)

Perangkat Daerah

DPMPTSP DPMPTSP

t7



2.2. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN
1. Kebijakan

a. Peningkatan kualitas SDM, Sarana prasarana, Keuangan, Tata

kerja dan ketatalaksanaan.

b. Meningkatkan Pelayanan perizinan dan penanaman Modal dengan
penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan,

mengembangkan Pelayanan perizinan Terpadu, pelayanan

Perizinan online, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi

penanaman modal, peta potensi inveslasi, data dan sistem informasi

penanaman, disertai upaya mitigasi terhadap lingkungan meliputi :

Pemantauan/audit lingkungan serta pengawasan/pengetatan

perizinan alih fungsi lahan pertanian.

2. Strategi

a. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM,

sarana prasarana, keuangan, Tata kerja dan Ketatalaksanaan

Penanaman Modal.

b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan

pelayanan perizinan.

3. Program

a. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal;

b. Program Promosi Penanaman Modal;

c. Program pelayanan penanaman modal;

d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;

f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

4. Tujuan

a. Peningkatan Nilai lnvestasi;

b. Peningatan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Sasaran strategis

a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik.

6. lndikator Kinerja Sasaran (lKS) :

a. Realisasi Penanaman Modal;

b. lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Perangkat Daerah.
l8



2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang

merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati punrvorejo sebagai

berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No. Sasaran Strateg is lndikator Kineria Target Kinerja
(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Realisasi
Penanaman Modal

Realisasi Penanaman
Modal

74,415 M

2 Meningkatnya kualitas
pelayanan Publik

lndeks Kepuasan
Masyarakat (lKM)
Perangkat Daerah

88

Program
1. Program Pengembangan lklim

Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman

Modal
3. Program Pelayanan Penanaman

Modal
4. ProgramPengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan

Sistem lnformasi Penanaman
Modal

6. Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Angga ran Keterangan
APBD

49.811.500
56.211.700 APBD

294.662.',t00

366 700.000 APBD & DAK

32 562 600 APBD

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp 2.990.355.376 APBD

Jumlah Anggaran Belanja DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar

Rp 3.790.303.276,00.

l9
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Dalam mencapai target kinerja, Kepala Dinas didukung oleh 6 Program yang

merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala DPMPTSP dengan pejabat eselon lll

di lingkungan DPMPTSP.

Perjanjian Kinerja Eselon lll

NO Eselon lll Program lndikator Kinerja Satuan
Target

2023

1 Sekretaris Program Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

Persentase

Pelaksanaan Penunjang

Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten

%o 100

Program

Pengembangan

lklim Penanaman

Modal

Pertumbuhan Jumlah

Kepeminatan

Penanaman Modal

%o 5

Program Promosi

Penanaman Modal

Persentase Nomor lnduk

Berusaha yang Terbit

terhadap Jumlah

Kepeminatan

o/o 99,5

Program Pelayanan

Penanaman Modal

Persentase Pelayanan

Penanaman Modal

sesuai Norma Standar

Prosedur dan Kriteria

% 100

Program

Pengendalian

Pelaksanaan

Penanaman Modal

Persentase Pelaku

Usaha yang memenuhi

Ketentuan NSPK

Yo 100

Program

Pengelolaan Data

dan Sistem

lnformasi

Penanaman Modal

Persentase Jenis data

dan lnformasi Perizinan

dan Nonperizinan yang

Disediakan

%o 100

20



NO Program Anggaran (Rp) Keterangan

1 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.990.355.376 APBD KABUPATEN

2 PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL 49.811.500

APBD KABUPATEN

3 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL 56.211.700

APBD KABUPATEN

4 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL 294.662j00

APBD KABUPATEN

5 PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

366.700.000
DAK

6 PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL

32.562.600 APBD KABUPATEN

JUMLAH 3.790.303.276

Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja

program dan merupakan perjanjian kinerja antara Pejabat Eselon lll dengan

Pejabat Eselon IV sebagai berikut

Perjanjian Kinerja Eselon lV

NO
SASARAN

KEGIATAN

SASARAN SUB

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA SUB

KEGIATAN

SATUAN TARGET

1 Terlaksananya

Perencanaan,

Penganggaran

dan Evaluasi

Kinerja

Perangkat

Daerah

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Dokumen 15

2 Terlayaninya

Administrasi

Perangkat

Daerah

Tersedianya Gaji

dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

Orang/bln 16
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NO
SASARAN

KEGIATAN

SASARAN SUB

KEGIATAN

IND!KATOR

KINERJA SUB

KEGIATAN

SATUAN TARGET

Tersusunnya

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD

dan Laporan

Koordinasi

Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulananffriwulanan/

Semesteran SKPD

Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD

dan Laporan

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulananffriwulanan/

Semesteran SKPD

Laporan 26

3 Terlayaninya

Administrasi

Umum

Perangkat

Daerah

Tersusunnya

Laporan hasil

penyelenggaraan

rapat koordinasi dan

konsultasi SKPD

Laporan hasil

penyelenggaraan

rapat koordinasi dan

konsultasi SKPD

Laporan 12

4 Tersusunnya

Laporan

Penyediaan

Jasa

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Tersedianya

Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Laporan 12

Tersedianya

Laporan Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik yang

Disediakan

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

yang Disediakan

Laporan 12
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NO
SASARAN

KEGIATAN

SASARAN SUB

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA SUB

KEGIATAN

SATUAN TARGET

Tersedianya

Laporan Penyediaan

Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang

Disediakan

Laporan

Jasa

Umum

yang

Laporan 12

5 Terpeliharanya

Barang Milik

Daerah (BMD)

Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Terpeliharanya

Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan yang

Dipelihara atau

dibayarkan Pajaknya

Unit 6

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor atau

Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabilit

asi

Unit 100

NO Sub Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Rp 12.411.000 APBD

2 Rp 2.166.066.544 APBD

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD

Rp 16.335.468 APBD

4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Rp 165.000.400 APBD

5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 24.963.500 APBD

6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Dava Air dan Listrik

Rp 173.596.164 APBD

7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Rp 335.992.200 APBD

23

Jumlah

Penyediaan

Pelayanan

Kantor

Disediakan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NO Sub Kegiatan Anggaran Keterangan

8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Rp 55.990.'100 APBD

o PemeliharaaniRehabilitasi Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp 40.000.000 APBD
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.'1. Capaian Kineria

Berdasarkan Peraturan Bupati PuMorejo Nomor 77 Tahun 2017

Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan

Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan

pengukuran kinerja sebagai berikut:

1 . Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Hasil Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 akan

dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang

dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut ini:

a. Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai 100%

atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>90o/o).

Simbolyang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.

b. Tidak Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kwang dati

90% dari Target Akhir RPJMD fahun 2021-2026 (<89%). Simbol

yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dengan Target Akhir RPJMD

f ahun 2021 -2026 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis perbandingan, yaitu:

a. Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja IKU selain akhir tahun

RPJMD dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan

dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang

dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut ini.

- Tgrcapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai

lOOo/o alau lebih dari Target Akhir RPJMD fahun 2021-2026

(=100%). Simbol yang digunakan adalah tanda (o) warna hijau.

- Akan Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2022 Tercapai

lebih dari 60%, tetapi belum mencapai '1000/o dari Target Akhir

RPJMD Tahun 2021-2026 (>60%, <100%). Simbol yang

digunakan adalah tanda (>) warna kuning.

- Tidak Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kutang

dari 60% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2O26 (<600/ol.

Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.
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b. Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja IKU tahun akhir RPJMD

dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021, akan dapat

diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan

menjadi 2 (dua) kategorifinal, yaitu sebagai berikut ini:

- Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2022,lelah tercapai
'100% atau lebih dari Target Akhir RPJ[,lD fahun 202't-2O26

(>90%). Simbolyang digunakan adalah tanda (O) warna hijau.

- Tidak Tercapai. Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang

dari 89o/o dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (<89%).

Simbolyang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

Dinas Penanaman Nlodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten PuMorelo telah menetapkan lndikator Kinerja Utama dengan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten PuMorejo Nomor : 080/036/2023 Tanggal 04 Januati 2023

tentang Penetapan lndikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PuMorejo fahfi 2021-2026

yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator sasaran

Realisasi Penanaman Modal.

Formulasi penghitungan realisasi penanaman modal yaitu Realisasi

Penanaman Modal Tahun berjalan sesuai Laporan Kegiatan Penanaman

Nilodal (LKPM).

2. l\reningkatnya kualitas pelayanan Publik dengan indikator sasaran lndeks

Kepuasan Masyarakat (lKM) Perangkat Daerah.

Sasaran tersebut merupakan salah satu upaya mencapai Misi sebagaimana

tertuang dalam RPJMD 202'l-2026 yaitu :

1. Misi 3 Meningkatkan daya saing pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis

UKMK, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan kebudayaan;

2. Misi 4 Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan yang balk (good govemance).
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3.2. Analisis capaian kinerja

Analisis capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo padafahun2022

adalah sebagai sebagai berikut :

3.2.1, Sasaran Strategis l: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

N

o
Sasaran
Strategis

lndikator
Kinerja

Utama (lKU)

Kondisi pada
awal poriode
perencanaan
(Tahun 2023)

Kinerja Tahun 2023 Target
Kineria
RPJMD
(Tahun
20261

Capaian
Kinerja

Kate
gori
Gap
aian
Kine
ria

Target Realisasi Capaian

1 Meningka
tnya
Realisasi
Penanam
an Modal

Realisasi
Penanaman
Modal

71 ,24 M 74.41 M 139.204 M 187 ,08 Yo 99,05 M

Rumus IKU = Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan (Sumber data dari LKPM tahun Ber.ialan)

Capaian Kinerja Tahun 2023 187 ,080k

Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Hasil Perbandingan Gapaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 195,40%
Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun
20261

140,54%

Capaian
2023
terhadap
Standar
Nasional

Capaian Sasaran 1000h

b

a Target dan Realisasi Tahun 2023

Realisasi penanaman modal tahun 2023 berdasarkan rilis

BKPM mencapai Rp 139,204 M. Capaian realisasi ini mampu

melampaui target tahun ini sebesar 87,08%.

Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kineria Tahun

2022 dan 2O23

Jika realisasi penanaman modal 2023 dibandingkan dengan

realisasi penanaman modal 2022 akan mendapatkan

simpulan bahwa terdapat kenaikan realisasi penanaman

modal sebesar Rp 67,964 M atau 95,4%.

Realisasi Kinerja 2O23 dan Target RPJMDc
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d

Target realisasi penanaman modal sampai dengan tahun

2026 yang tercantum pada RPJMD Kabupaten purworejo

adalah Rp 99,05 M. Akan tetapi target realisasi penanaman

modal tersebut sudah tercapai di tahun 2023 dan sudah

melampaui target sebesar Rp 40,154 M atau 40,54%.

Realisasi Kinerja 2023 dan Standar Nasional

Capaian realisasi penanaman modal tidak mengacu pada

standar nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/pen urunan kinerja

Tahun 2023, nilai realisasi investasi penanaman modal

mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh:

1. Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Punvorejo;

2. Adanya layanan jemput bola pembuatran N lB (Nomor

lnduk Berusaha);

3. Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pelaporan

LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);

4. Adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan

kewajiban pelaku usaha.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk

mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunakan

anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi

penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,63% atau

sebesar Rp 29.057.746.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

/ kegagalan pencapaian kineria

Keberhasilan pencapaian target Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal didukung oleh

program, kegiatan dan sub kegiatan berikut ini

e

t

s
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
%

Ket

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6
A URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN
MODAL

3.800.303.276,00 3.041.068.322,00 80,02

I PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

49.811.500,00 45.788.266,00 91,92

a. Penetapan Pemberian
Fasilitas/lnsentif Dibidang
Penanaman Moda! yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

46.011.500,00 43.383.066,00 94,29

Penetapan Kebijakan
Daerah mengenai
Pemberian Fasilitas/lnsentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal

46.011.500,00 43.383.066,00 94,29 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

b. Pembuatan Peta Potensi
lnvestasi Kabupaten/Kota

3.800.000,00 2.405.200,00 63,29

Penyediaan Peta Potensi
dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota

3.800.000,00 2.405.200,00 63,29 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

56.211.700,00 48.964.968,00 87,11

a. Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

56.21{.700,00 48.964.968,00 87,11

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman Modal

10.000.000,00 7.376.880,00 73,77 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah,
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
otto

Ket

Target Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman Modal
Daerah KabupateniKota

46.211.700,00 41.588.088,00 89,99 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

294.662.100,00 289.658.404,00 98,30

a. Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

294.662.100,00 289.658.404,00 98,30

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

189.683.200,00 186.334.940,00 98,23

Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman
Modal

99.985.900,00 98.362.964,00 98,38

Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

2.493.000,00 2.493,000,00 100,00

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penetapan pemberian
Fasilitas/l nsentif Daerah

2.500.000,00 2.467.500,00 98,70

IV PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAIUIAN MODAL

366.700.000,00 355.187.800,00 96,86

a. Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modalyang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

366.700.000,00 355.187.800,00 96,86

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

337.630.808,00 326.525.200,00 96,71

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

29.069.192,00 28.662.600,00 98,60
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
%

Ket

Realisasi
V PROGRAM

PENGELOLAAN DATA
OAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

32.562.600,00 31.290.716,00

Pengelolaan Data dan
lnformasi Perizinan dan
Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

32.562.600,00 31.290.716,00 96,09

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
lnformasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

32.562.600,00 31.290.716,00 96,09

3.2.2. Sasaran Strategis 2: Peningatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

N

o
Sasaran
Strategis

lndikator
Kinerja
Utama
(rKU)

Kondisi pada
awal periode
perencanaan
(Tahun 2022)

Kinerja Tahun 2023 Target
Kinerja
RPJMO
(Tahun
20261

Capaian
Kinerja

Kategori
Capaian
Kinerja

Target Realisasi Capaian

I Meningka
tnya
kualitas
pelayana
n Publik

lndeks
Kepuasan
Masyaraka
t (rKM)
Perangkat
Daerah

94,42 88 96,36 109,50 % 88

Rumus IKU = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Capaian Kinerja Tahun 2023 109,50 %

Hasil Perbandingan Realisasi Kiner,a Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 102,05Yo

Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 '102.05Yo

Capaian Kineria s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun
20261

109,500/o

Capaian
2022
terhadap
Standar
Nasional

Capaian Sasaran 100 yo

a. Target dan Realisasi Tahun 2023

Realisasi IKM 2023 berdasarkan laporan SKM DPMPTSP

mencapai angka 96,36. Capaian realisasi ini mampu

melampaui target tahun ini sebesar 9,5%.

3l

Target
96,09

a.

(o)
(o)
(o)
(o)

o



b, Capaian Realisasi Kinoria dan Capaian Kineria Tahun

2022 dan 2023

Jika realisasi IKM 2023 dibandingkan dengan realisasi IKM

2022 akan mendapatkan simpulan bahwa terdapat kenaikan

IKM sebesar 2,05%.

c. Realisasi Kineria 2023 dan Target RPJMD

Target IKM sampai dengan tahun 2026 yang tercantum pada

RPJNiID Kabupaten PuMorejo adalah 88. Akan tetapi target

IKM tersebut sudah tercapai di tahun 2023 dan sudah

melampaui target sebesar 9,5%.

d. Realisasi Kineria 2023 dan Standar Nasional

Capaian realisasi penanaman modal tidak mengacu pada

standar nasional.

e.Anali3b ponyobab keberhasilanrkegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM)

Perangkat Daerah ditunjukan dengan nilai SKM yang dicapai

sebagai hasil dari survey yang telah dilakukan. Adapun hasil

evaluasi atas pelayanan perijinan pada Tahun 2022

menunjukan nilai SKM DPMPTSP sebesar 96,36. Realisasi

nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap

Pelayanan Perizinan pada tahun 2023 sudah memenuhi,

bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Renja.

Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan oleh beberapa

faktor, salah satunya adalah beroperasinya Mal Pelayanan

Publik yang memudahkan masyarakat mengurus pelayanan

perizinan di kabupaten puMorejo, sehingga tingkat kepuasan

masyarakat meningkat. Meskipun demikian, DPMPTSP akan

selalu melakukan perbaikan ataupun meningkatkan kualitas

pelayanan agar teMujudnya kepuasan penerima

pelayanan/pemohon izin di DPMPTSP Kabupaten Purworejo.

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal,

berdasarkan laporan SKM tahun 2023, Dinas Penanaman
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan

beberapa pembenahan, antara lain :

1. Pengaturan waktu pelayanan agar masyarakat menjadi

lebih nyaman dalam mengurus perizinan;

2. Upaya untuk penguatan aspek Sumber Daya Manusia

(SDM) penyedia layanan;

3. Upaya untuk penguatan aspek sistem, mekanisme dan

prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan

prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan

yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan

kepada masyarakat pengguna layanan;

4. peningkatan sarana prasarana yang mempermudah

masyarakat untuk memproses perizinan;

5. lnformasitentang biaya layanan secara manual.

t. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk

mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunakan

anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi

penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 24,34o/o atau

sebesar Rp 730.177 .208.

g. Analisis programlkegiatan yang menunjang keberhasilan

/ kegagalan pencapaian kineria

NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
Yo

Ket

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6
A URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN
MODAL

3.800.303.276,00 3.041.068.322,00 80,02

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMER!NTAH
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.000.355.376,00 2.270.178.168,00 75,66

a Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kineria
Perangkat Daerah

12.411.000,00 12.411.000,00 100,00
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
otto

Ket

Target Realisasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

'12.411.000,00 12.411.000,00 100,00

b Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2.192.402.012,00 1.491.226.212,00 68,02

Penyediaan Gajidan
Tunjangan ASN

2.176.066.544,00 1 .475.100.696,00 67,79 Alokasi
anggaran gaji
untuk
penambahan
personilASN
yang tidak dapat
terealisasikan

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
B u la na niTriwu lana n/Semest
eran SKPD

16.335.468,00 16.125.516,00 98,71

c Administrasi Umum
Perangkat Daerah

165.000.400,00 164.844.895,00 99,91

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

165.000.400,00 164.844.895,00 99,91

f Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

534.551.864,00 514.832.472,00 96,31

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

24.963.500,00 23.414.700,O0 93,80 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

173.596.164,00 160.610.845,00 92,52 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

335.992.200,00 330.806.927,00 98,46

g Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

95.990.100,00 86.863.589,00 90,49
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
otto

Ket

Target Realisasi
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

55.990.100,00 47.851.546,00 85,46 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

Pemel i haraan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

40.000.000,00 39.012.043,00 97,53

3.3. RealisasiAnggaran

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun2023

NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
ot,o

Ket

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6
A URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN
MODAL

3.800.303.276,00 3.041.068.322,00 80,02

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATENIKOTA

3.000.355.376,00 2.270.'.178.168,00 75,66

a. Perencanaan,
Penganggaran, dan
EvaluasiKinerja
Peranqkat Daerah

12.411.000,00 12.411.000,00 100,00

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

12.411.000,00 12.411.000,00 100,00

b. Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2.192.402.012,00 1.491.226.212,00 68,02

Penyediaan Gaiidan
Tunjangan ASN

2.176.066.544,00 1 .475.100.696,00 67,79 Alokasi
anggaran gaji
untuk
penambahan
personilASN
yang tidak dapat
terealisasikan

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bu lana niTriwulanan/Semest
eran SKPD

16.335.468,00 16.125.516,00 98,71

c Administrasi Umum
Peranqkat Daerah

165.000.400,00 164.8r14.895,00 99,91
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
otto

Ket

Target Realisasi
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

165.000.400,00 164.844.895,00 99,91

1. Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

534.551.864,00 514.832.472,00 96,31

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

24.963.500,00 23.414.700,00 93,80 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

173.596.164,00 160.610.845,00 92,52 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

335.992.200,00 330.806.927,00 98,46

g Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

95.990.100,00 86.863.589,00 90,49

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

55.990.100,00 47.851.546,00 85,46 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

Pemeli haraan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

40.000.000,00 39.012.043,00 97,53

PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIilT
PENANAMAN MODAL

49.811.500,00 45.788.266,00 91,92
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
ot
TO

Ket

Target Realisasi
a Penetapan Pemberian

Fasilitas/lnsentif Dibidang
Penanaman Modal yang
meniadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

46.011.500,00 43.383.066,00 94,29

Penetapan Kebijakan
Daerah mengenai
Pemberian Fasilitas/l nsentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal

46.01 '1.500,00 43.383.066,00 94,29 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

b Pembuatan Peta Potensi
!nvestasi Kabupaten/Kota

3.800.000,00 2.405.200,00 63,29

Penyediaan Peta Potensi
dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota

3.800 000,00 2.405.200,00 63,29 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

56.21{.700,00 48.964.968,00 87,11

a Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

56.2{ 1.700,00 48.964.968,00 87,11

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman Modal

10.000.000,00 7.376.880,00 73,77 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegiatan

ANGGARAN Capaian
o/o

Ket

Target Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota

46.211.700,00 41.588.088,00 89,99 Efisiensi
anggaran
menyesuaikan
kemampuan
keuangan
daerah akibat
tidak
tercapainya
realisasi
penerimaan
daerah.

IV PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

294.662.100,00 289.658.404,00 98,30

a Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
KabupatenlKota

294.662.100,00 289.658./104,00 98,30

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

189.683.200,00 186.334.940,00 98,23

Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman
Modal

99.985.900,00 98.362.964,00 98,38

Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

2.493.000,00 2 493.000,00 100,00

Koord inasi dan Sinkronisasi
Penetapan pemberian
Fasilitas/l nsentif Daerah

2.500.000,00 2.467.500,00 98,70

v PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

366.700.000,00 355.187.800,00 96,86

a Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modalyang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

366.700.000,00 355.187.800,00 96,86

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

337.630.808,00 326.525.200,00 96,71

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

29.069.192,00 28.662.600,00 99,60
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NO
Uraian Urusan, Program,

dan Kegiatan/Sub
Kegialan

ANGGARAN Capaian Ket

VI PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANA]I'IAN MODAL

32.552.600,00 31.290.716,00

a Pengelolaan Oata dan
lnformaei Perizinan dan
Non Porizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat
Daelah Kabupaton/Kota

32.562.600,00 31.290.716,00 96,09

Pengolahan, Penyaiian dan
Pemanfaatan Data dan
lnformasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

32.562.600,00 31.290.716,00 96,09

Besaran anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Punarorejo yang dialokasikan pada Tahun 2023

seluruhnya sebesar Rp 3.800.303.276,- dengan realisasi anggaran Rp

3.041 .068.322,- dengan persentase capaian keuangan 80,02 o/o dan

realisasi fisik 100%.

Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 dibawah 90%, hal ini

disebabkan karena adanya alokasi anggaran gaji untuk penambahan

personil ASN yang tidak dapat terealisasikan sehingga perlu dilakukan

penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya serta adanya

penyesuaian kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya

realisasi penerimaan daerah.

Semua kegiatan-kegiatan dalam program diatas telah dilaksanakan

semuanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang

efektif dan efisiensi serta penuh kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKJlp) Dinas penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten purworejo adalah perwujudan

kewajiban Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu

Kabupaten PuMorejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran

yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten PuMorejo tahun 2023 :

1. Capaian Kinerja belum maksimal karena lnvestasi di Kabupaten

Purworejo didominasioleh pelaku usaha mikro, sedangkan pelaku usaha

mikro belum wajib lapor LKPM, sehingga realisasi penanaman modal

(LKPM) di Kabupaten PuMorejo cenderung lebih rendah jika

dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

2. Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purwotejo pada tahun 2022 dibawah 90%, hal ini

disebabkan karena adanya alokasi anggaran gaii untuk penambahan

personil ASN yang tidak dapat terealisasikan sehingga perlu dilakukan

penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya serta

penyesuaian kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya

realisasi penerimaan daerah.

B. Rencana Aksi/Tindak Lanjut

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan

beberapa pembenahan, antara lain :

1. Perlu ditingkatkan ker.iasama/sosialisasi kepada masyarakat supaya

masyarakat menyadari pentingnya perizinan dalam setiap bidang usaha

yang dilakukan;

2. Perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur untuk dapat meningkatkan iklim

investasi yang sehat dan beMawasan lingkungan dan meningkatnya
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daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi untuk

meningkatkan pendapatan daerah;

3. Mewujudkan profesionalisme aparatur di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Punrorejo yang amanah,

bersih, bebas dari KKN dan dengan mengutamakan penegakan hukum

untuk penegakan Peraturan Daerah mengenai perizinan dan dukungan

dan partisipasi masyarakat.

4. Adanya koordinasi dengan OPD-OPD lain yang terkait dengan perizinan

dan penanaman modal untuk mewujudkan kemudahan-kemudahan atau

insentif sehingga mewujudkan kemudahan/ketersediaan infrastruktur

untuk menarik investasi di Kabupaten Punrorejo.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tahun 2023 diperjelas dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang

ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja dalam tahap implementasi di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Punrorejo

adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya terhadap

tercapainya target capaian kinerja yang sudah di rencanakan, namun apabila

ada beberapa halyang belum berhasil dicapai target capaian kinerjanya akan

menjadi komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperbaiki

dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Punivorejo, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REJO
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SATINAN

BT'PATI PI'RWORT^'O
PROVIISI JAWA TEITGAII

PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR'?TAHUN 

'AI
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KETL'A

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWORE"IO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2O2L telrtang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah IGbupaten Rrrworejo, perlu menetapkan
Feraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas
Kesehatan Kabupa.ten Purworejo.

f. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indoneeia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah I(abupaten dalam
Lingkungafl Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ?ambahan
Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kili, t€rakhir
dengan Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lrmbaran Negara Republik
Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahan Lcmbaran
Ncgara Republik Indoncsia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenteng
Ferangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan
Irmboran Negara Republik Indonesia Nomor 588fl
sebagaimans telah diubah dengan Peraturan
Femerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (I-mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor lA7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64O2);

I
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
irlomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2O2l tentang Dinas Penanarrran Modal Dan
Pel,ayanan Terpa.du Satu Pintu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 885);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O21 tentang Pernbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupat€n Purworejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O21 Nomor 4,
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupa.ten Rrrworejo
Nomor 4).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN'
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.JA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEIAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PURWORE.'O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
denian prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Ueglra Xesaaran Republik Indonesia se'! ggmana dimaksud dalam
Un-dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah D;rah adalah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara
Pemerinahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupa.ti Purworejo.
5. Dirias Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang

selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penenaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupa.terr Purworejo'

6. Kepala binas Penana-rron Modal dan Pel,ayanan Terpadl Salu
piritu, yang sel,anjutnya disebut Kepala DPMPTSP, adalah Kepala
Dinai Penanam; Modal dan Felayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Puraror€jo.
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7. Sekretariat adalah Sekretariat DPMPTSP.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu

Pintu, yang selanjutnya discbut Selcetarij DpMpISi-p, adalah
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu
Pintu Kabupaten Rrrworejo.

9. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaai liegia-tan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-r.rndangan tentang organisasi darr tata
ke{a instansi.

10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DpMpTSp.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian k-rja yang teterji paaa
instansi pemerintah.

12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Pejabat- F\rngsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fr:ngsional pa.da Instansi Pemerintah.

Pasal 4

DaliIr_rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal g,
DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
a. pen5 rs-unan dan perumusan kebijakan bidaag penanaman modal

dal pelayanan terpadu satu pintu;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DPMPTSP terkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepa.da
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupa.ten Pursrorejo.

(2) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua
T\ryas

Pasal 3

DPMPTSP mempunya.i tugas membantu Bupa.ti melaksanakan urusan
pemcrintahan di bidang penanarrran modal dan pelayanan terpadu satu
plntu.

Bagian Kerige
F-ungsi
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b. petaksanaan kebijakan di bidang Penenaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpa.du satu Pintu;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modd dan
pelayanan terpadu satu Pintu; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpa.du satu pintu.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(l) Susunan Organisasi DPMPTSP , terdiri dari:
a. Kepala DPMPTSP;
b. Sekretariat;
c. Kelompok Jabatan F\:ngsional Substansi Penanaman Modal; dart
d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Petrayanan Terpadu

Satu Pintu.

(2) Bagan organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lempiran yang merupakan bagian tidak
terpisehkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DPMPISP

Pasal 6

Kepala DPMPISiP mempunyai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayit 1f; huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasel 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
DPMPTSP.

(2) Seloet riat dipimpin oleh Seknetaris.
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Pasal 8

Selretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b
mempunyai tuga.s melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan
pemmusan kebliakan teknis, memberikan dukungan administrasi pada
selunrh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagairDana dimeksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan tetnis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan hrgas-tugas bidang aecara

terpa.du;
c. pengoordinasian penyelenggaraan peLayanan dan pengendalian

administrasi umum;
d. pengoordinasian penyelenSgaraan pelayanan dan pengendalian

keuangan, perencanaan dan kepegawaian;dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala

DPMPTSP scsuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(l) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Umum;dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Umum sebagaimsna dimaksud pada ayat (l) hunrf a
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepa.da Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan F'ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat terdiri atas
Jabatan F\rngsional yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan
fungsi lain sesuai dengan hrgas dsn fungsi Sekretariat.

Pasal I I

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebiiakan teknis, pelayanan dan
pengendalian administrasi umum yar4 meliputi:
a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
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f. menyelenggarakan administrasi kepega.waian;
g. menyelenggaral<an administrasi keuangan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberil@n oleh Sekretaris

sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Penarraman Modal

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
DPMPTSP.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Suhstansi Fenanaman Modal terdiri
dari Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

(3) Koordinatol sslqgaime'ra dimeksud pada ayat (2) mempunyai tugas
mengoordinasikan pelaksanakan pengelolaan kegiatan bidang
Penanaman Modal.

(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-
kurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan F\rngsional Penanaman Modal menyelenggarakan
fungsi:
a. pengkajian, penyusunan dan perrgusulan rencana umum, renc{ula

strategis dan rencana pengembangan penanarnan modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, p€nyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanarnan modal lingkup daerah;

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup
daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui Ixnanaman
modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing
penananran modal lingkup daerah;

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi
penanarnan modal lingkup daerah;

e. p€rencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar
negeri;

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman
modal;

g. pelaksanaan pemantanran realisasi p€nanarnan modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;

h. pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan
p€nanaman modal, dan pendampingan hukum;

6

6

6 q I 1
) t 1-

7
P fr ? r T r b:



i. pelaksanaan pengawasan kepa.tuhan dan kewajiban perusahaan
petranaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan
peratu.ran perundang-undangan;

j. pembangunan dan pengembangan scrta pengelolaan sistem
informasi penanaman modal;

k. pelaksanairn koordinaei dengan pemenltah 
- 
pusat, perangkat

daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan

iklim penanaman modal lingkup daerah bcrdasarkan sektor usaha;
l. penyusunan Laporan Perencanaan' pengembangan iklim, promosi'

'p.ritin""., pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan
pengawasan Pen.uranren modal pada sistem teknologi informasi

ised,ra etettronitl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;dan

m. pehkdnaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
bpupfsp sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 14

tll Kelomrk Jabatan Fungsional Substansi Pela5ranan Terpadu Satu
'-' Ptrt" Lrkedudukan ai Ua*'atr dan bertanggung jawab kepada

Kepala DPMPISP'

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Sr.rbstgnsi lelay.anan Terpadu Satu
-' pi"t" rctam a"ti Koondinator Kelompok Jabatan F'ungsional dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

a3l Koordinator sebacafunana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugast-' 
*."go".ai*"il"i peteksanaan pengelolaan kegiatan bidang
pelayanan terPadu satu Pintu.

l4l Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
' ' kurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya'

Pasal 15

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fung ional

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyelenggarakan fungsi:
a. petat"at.an pelayanan perizinan berusaha dan nonperizrnan

Lsuai dengan ketentuan peraturan pe rundang-undangan;
b.pelaksanair, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan

pengelolahan data Perizinan berusaha dan nonPerizinan;

". ir"f"tsan""o pengawasan' pemantauan, evaluasi dan
penpdministrasian pelayanan pcrizinan berusaha dan
nonperizinan

d. pel,aisanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan
perizinan berusaha dan nonperizinan;
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e. Delaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dafam rane&a

oelavanan perizinan dan nonpe, izinan;
f. ';i;i.;#- 

"t"l* dan &aluasi data perizinan berusaha dan

nonperizinan;
,. o"f-rtot "ut 

koordinasi dengan pemerintah pusat dan pelangfat
" il;,t 

't"k"i" ;J; .atgki pti"y"rran perizinan berussha dan

nonperizinan;
tr.o"ta'oo.an pelaksanaan pelayanan, pcngelolaan pengaduan
" ilJI"-r."t. ;;;1d""" inroima' :s, penvuluhan kepada masvarakat'

;;"';i;#;-"kons,ltasi perizinin berusaha dan nonperizinan

"""r"i 
a.irg"rr ketentuan peraturan.perundang-rrndangan;dan

i. ;iJ"";fi tungsi kedinasan lain yang &terit<an oleh Kepala

bwpT sp sesuai dengan tugas dan fungsi'

(1) Kelompok Jabatan Ftrngsional terdiri dari jenis- Jabatan Fungsional
'" *""",i'ai"gan bidang 

-G"rtm" dan ketramPilan yang ditetapkan

dandilaksanakan""*,,"id"',g"''ketentuanperaturanperundang-
undangan.

(2) Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan 
. 
Fungsional sebagaimana

'-'am'"tJ.,a fra" "y"t it) 
'ait"ttpt"o. berdasarkan kebutuhan'

"ttrti"i=.!.U"t 
rr, dan analisis beban kerja'

(31 Ketompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

'-' i.-r"i-Lrr"r.rr, fungsi dln tugas pel"yanalr fungsionat berdasarkan

BAB TV

JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Jabetan Fungsional

Pasal 16

keahlian dan ketrampilan tertentu'

pelantikan.

Bagian Kedua
TimTeknis

Pasal l7

nonperalnai.

(4) Pejabat tungsional s€bagaimana d'-+"I| pada ayat (l-).rnyt"i
melaksanakan tungsr Ean tugas terhitung sejak dilakukan

tll pada Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi

"' ;;;;; t!.pta" E* pin'tu aapit diuentut' tim teknis sesuai

e;G; reui.rtutran p.t"y"'"t' perizinan berusaha dan
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(2) Tim tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas
menyiapkan rekbmendasi atas Penerbitan perizinan bemsaha dan
nonperzrnan.

(3) Tim teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (f) beranggotakan' ' perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan
kompetensi sesuai dengan bidangnya.

(4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1- 
ditetapkan dengan Keputusan Bupa.ti.

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap DPMPTSP dilakukan
oleh Menteri.

{21 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum DPMPTSP di' ' Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
mendtlegasikan kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal f8

BABVI

TATA KER"IA

Pasal f9

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Funqgional Substansi
Peiranaman Uoaal dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu rlelarn melaksanakan hrgesnya
berdasarkan feraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan yang ditetapkan olch Bupa.ti.

Pasal 20

Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Peianaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Pelavanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya
menipcrhatikan- prinsip manajemen yang meliputi Perencanaan'
peng6rganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
iesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 2 f
Dalam melaksanakan tugas, Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok
Jabatan Frrngsional Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok
Jabatan Fungiionaf Substansi Felayanan Terpadu Satu Pintu wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertil€I mauptn horizontal baik ke dalam maupun antar satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah s€rta instansi lain
sesuai dengan tugas rne sing-masing.
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Pasal 22

(1) Kepala DPMPTSP dan Sekretaris bertanggung jawab dalam
memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi petaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatsn F\.rngsional
Substansi Felayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dal
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pa.da atasan rnasing-
masing serta menyampaikan laporan tepat walftu.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapa.t disampaikan kepa.da unit kerja/ satua!
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DPMPTSP dan Sekretaris
dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih l,anjut dan dijadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala DPMPISP, Sekretaris, Kelompok Jabatan F\ngsional Substansi
Penanaman Modal, dan Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Pelayanan Terpa.du Satu Pinhr diangkat dan diberhentikan oleh pejabat
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pasal 25
(1) Dinas DPMPTSP wajib menyusun kebutuhan jrrmlah dan jenis

jabatan aparatur sipil negara berdasar{<an analisis jabatan dan
analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jurnlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil
Negara Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dilakukan untuk
jangka wal,cttr 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

{
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Paeal 26

Pada saat Peraturan Bupa.ti ini mulai bedaku, Peraturan Bupati Nomor
70 Tahun 2021 tentang IGdudukan, Susunan Organisasi, Ilgas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rrvorejo (Berita Daerah KabuPaten
Purworejo Tahun 2021 Nomor 7O Seri D Nomor 17), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal27

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pa.da tanggal I Januari 2O22.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penemPatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

a-!r.!{.
Pembhe TingLet I

NIP. 19650529 199003 2 00?

t,

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal :4 !.rt-b aaat

SEIIRETARIS DAERAH KABI'PAIEI{ PURWORE.'o,

Ttd

SAID ROMADHOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE"IO
TAHUN z.EINOMOR'?SERI DNOMOR 14

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : a+ !:rt-tc zaA

a

BUPATI PURWORE.'O,

Ttd

AGUS BASTIAT

AI DENGAI{ ASLII{YA
BACIAN HUKUM
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BAGAIT OROAIISASI
DII|AB PETAI{ATAI| UODAL DAX PEIAYAIIAII TERPADU SATU PTTTU

rABI'PATET PURWORE^IO

I.AMPIPEN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR 

'? 
TAHUN .zl

TENTANG
xpbuouxen, susuNAN oRGANISASI, TUGAS DAN

iufiasI serrerare KERJA DINAs PENANAMAN

irrOper, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWORE.]O

BUPATI PURWORE.'O,

AGUS BASTI.AN

Ttd

6

KEPALA DPMPTSP

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
UMUM

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KOORDINATOR JF DAN
KEI.OMPOK JABATAN

FUNGSIONAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KOORDINATORJF DAN
KEI.OMPOK JABATAN

FUNGSIONAL PENANAMAN
MODAL
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PEUERINTAH I(ABI'PATEN PURWORE.IO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Iloklarnasi No. 2 llurworejo Kode pos 541 I I
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 E-mail: dpmpts@purworejokab.go.id

Wet site : Dinpmptsp.Purworejokab. go.id

PER^TAIYJIAI{ XINER.'A
TAHT'N 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bar.r,ah ini :

Nama
Jabatan

AGUNG WIBOWO. AP.,M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pu rr,r'orejo

Selanjutnva disebut PlbaL Pcrtrrne

Nama : AGUS BASTIAN,SE.,MM
Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dis€but Plhrl Kcdur

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineda
jangka menengah sep€rti )'ang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kine{a ters€but menjadi

tanggung jau'ab kami.

pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kine{a dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemhrian penghargaan dan sanksi'

Punvorejo, 5 Januari 2O23

Pihak Kedua,t a

AGT'IT

ma.

d
AP,, M.M.

Pembina Utama Muda
NrP. 19740308 199311 1002

I

AGUS BASTIAT'SE.MM



PETT.'AITJLAII I{IXER.'A TAIIUII 2OiI3
DII{AS PETAXA"UAT UODAL DAIT PEUTYAI{AIT TERPADU AATU PIITTU

KAAI'PATEI{ PURITORF^'O

No. Satrran Strateglt Indlhator KlnerJa Target
KlaerJa

{ll {2) {3) {4)
I Meningkatnya Rcali*esr Penanaman

M odal
Realisasi Penanaman Modal 74..12 M

2 M eningkatnya kualitas pelavanern
Publik

lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM)
Perangkat l)aerah 8n

Plogra

I Program Pengcmbangan lklim Penanaman Modal

2 hogram Promosi Penanaman Modal

3 Progam Pelayanan Penanaman Modal

4 Program Pengcnrlalian Pelaksanaan Penanaman Mrxlal

5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem lnformasi
Penanaman Modal

6 ProSram Penunjang Urusal Pemerintahal Daerah
Kabupaten / Kota

Jumlah Aaggaran

tsUPATI PURWORLJO}

Rp 2.930.365.'276 APBD

Rp 3.693.313.176

l'uru'orejo, 5 Januari 2023

KT]PALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

' FI-ABU PA RWORI]o

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Arygrr.a

.19.8 r 1.500

41.211.700

2A4.662_100

354.700.000

32.562.600

APTJD

APBD

APBD

DAK

APBD

a9!ls_EA$!r-r{, sE. IEII
Pcmbina Utama Muda

NIP. 1974030E l993ll I OO2

q



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasr No 2 Purworejo Jawa Tengah Kode pos 54111

lelepon (0275) 325202, Faksrmile {O275) 325202

Laman www.drnpmpt5p.purworqokab.go.id, Pos-el drnpmptsp@purworeJokab.go.rd

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan dr bawah ini .

Nama

Jabatan
AGUNG WIBOWO, AP,,M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworeio

Selanjutnya c,isebut Pihak P6rtama

Nama . AGUS BASTIAN
Jabatan Bupati PuMorejo

Selaku atasan Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewu.;udkan targel kinerla yang seharusnya sesuai

lampiran perianrlan ini. dalam rangka mencapat target kineria jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut meniadi tanggung
jawab kamt.

Pihak kedua akan melakukan supervtsr yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap €paian kinerja dari peqaniian Inl dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purworejo. 25 September 2023

Pihak Kedua.l Pihak Pertama.

AGUNG WIBOWO. AP
Pembina Utama Muda
NIP 19740308 19931 1

MMAGUS BASTIAN

1 002



PERJANJIAT{ KINERJA TAHUN 2023

DINAS PEIIANAMAN }IOOAL DAN PELAYANAN TERPAOU SATU PINTU
KAEUPATEN PURWOREJO

No Sasaran Strateg is lndikator Kinerja
(1) (2) I (3)

Menrngkatnya Reahsasr Penanaman
Modal

Menrngkatnya kualitas pelayanan Pubhk

Realisasi Penanaman Modal

lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM,1

Perangkat Daerah

Anggaran

Rp 49 811 500

Rp 56211700

Pn 294 662 100

Rp 366 700 000

Rp 32 562 600

4
74 415 M

86

Ketera nga n

APBD

APBD

APBt)

APBO &
DAK

APBD

Program

1 Program Pengembangan lk[m Penanaman Modal

2 Program Promosr Penanaman Modal

3 Program Pelayanan Penanaman Modal

4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem lnformasi
Penanaman Modal

6 Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Anggaran

.d

AGUS BASTIAN

Rp 2 990 355 376 APBD

Rp 3.790.303.276

Purwore;o. 25 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEI-AYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPAT RWOREJO

AGUNG WI O,AP.MM
Pembrna Utama Muda
NIP 19740308 199311 1002

-r_e$C!KilgAC
--t-

+-



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Proklamasi No 2 Punryore.io. Jawa Tengah Kode pos 54111

Telp (0275) 325202 Faksrmile $275\ 325202
Laman :www.dinpmptsp.purworgokab.go.rd, Pos-el . dinemotsp@purworeiokeb.qo.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manaiemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasrl, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI RISTYOWATI, SH.,MAP.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Puruorejo

Selanlutnya drsebut Pihak Pertama

Nama : AGUNG WIBOWO, AP., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama beqanji akan mewuludkan target kineria yang seharusnya sesuai

lampiran perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja iangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari peryanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Punrorejo, 25 September ?O23

Pihak Pertama,

fiAGUNG WO.AP,MM
Pembina Utama Muda
NtP, 19740308 199311 1 002

DWI RISTYOWATI. SH, MAP
Pembina Tk. I

NrP. 19670508 199803 2 001

--tit



PERJANJIAI{ KINERJA PERUBAHAN
TAHUIi| 2023

Program lndikator Kinerja Target

(1) Q} (3)

1 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten

100%

2 PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Pertumbuhan Jumlah
Penanaman Modal

Kepeminatan Solo

3 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Persentase Nomor lnduk Berusaha yang
Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan

99,5%

4 PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Persentase Pelayanan Penanaman Modal
sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria

100o/o

q PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi
Keientuan NSPK

't000/o

6 PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Persentase Jenis Data dan lnformasi
Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan

100o/o

NO Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAI{ KABUPATENiKOTA
2.990.355.376 APBD IGBUPATEN

2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL

49 811.500 APBD KABUPATEN

3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 56.21 1.700 APBD KABUPATET{

A PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 294.662.100 APBD KABUPATEN

5 PROGRAM PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL

PELAKSANAAN 366.700 000 DAK

6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
iNFORMASI PENANAMAN MODAL

32 562.600 APBD I(ABUPATEN

JUMLAH 3.790.303 276

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUP RWOREJO

AGUNG AP.. M.M.
Pernbina Utama Muda
NrP. 19740308 199311 1 002

Punrorqo , 25 September 2023

SEKRETARIS

-u$r
DWI RISTYOWATI, SH. MAP
Pembina Tk. I

NrP. 19670508 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYAT{AII| TERPADU SATU PINTU

Jl Proklamasi No. 2 Punrorelo, Jawa Tengah Kode pos 54111

Telp. (0275) 325202. Faksimile (0275t 325242
Laman : vurw.dinpmptsp punrorejokab go kl, Pos-el dinomptsp@punrorslql€b.go.id

,ffi

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUT{ 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel $erta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ISMA ERTANTI, S E.

Jabatan : Kasubag Umum DPMPTSP

$elanlutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI RISTYOWATI, SH.,MAP.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purworeio

Selaku atasan Pihak Pertama, selaniutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berlanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

DWI RIS , SH, MAP
Pembina Tk. I

NrP. 19670508 199803 2 001

ISMA EffNTI, S E
Penata I
NrP 198t0226201001 2Air



PERJANJIAN KIilERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAI{ SODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2023

No. SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SUB KEGIATAN

TARGET

(1) Q\ (3) (4) (s)
1 Terlaksananya Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
EvaluasiKineria
Perangkat Daerah

15 Dokumen

2 Terlayaninya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya Gajidan
Tunlangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gajidan
Tunjangan ASN

16
Orang/bulan

Tersusunya Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordrnasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanani Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulananffriwulanan/Se
mesteran SKPD

26 Laporan

3 Terlayaninya Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Tersusunya Laporan hasil
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasr
SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasidan
KonsultasiSKPD

12 Laporan

4 Tersusunnya Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

12 Laporan

Tersedianya Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

12 Laporan

Tersedianya Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

12 Laporan

5 Terpeliharanya Barang Milik
Daerah (BMD) Penun.iang
Urusan Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Xendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya

I Unit

Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Banounan Lainnva

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Banqunan

'100 Unit



Sub Kqiatan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN

3 Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangian
Bulanan/TriwulananlSemes leran SKP D

4. Fenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6. Penyediaan Jasa Kornunikasi, $umber Daya Air dan Listrik

7. Penyedraan Jasa Pelayanan Umum Kantor

L Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Braya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

g. Perneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Jumlah Anggaran

SEKRETARIS

40.000.000 APSD

2.9$0.355.376

Punrorejo, 25 $eptembe r 2023

UMUM

ISMA ,SE
Penata

201401 2 *17

Anggaran
Rp 12.411.000

Rp 2.166.066.544

Rp 16.335.468

Koterangan
AFBD

APBS

APBD

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

165.000.400

24.963.500

173.5S6.164

335-992.200

55.S90 100

APBO

APBD

APBD

APtsD

APgD

.ThM
DWI RISTYOIYATI" $H, MAP
Pembina Tk. t

NtP 19670508 199803 2 001 NIP



PEUERINTAH I(ABUPATEN PURWORE'O
DINAS PENANAMAN MODAL DAr{

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
.,1. lloklarnasi No. 2 l\lNorejo Kodc pos 5+ I I I

Trlp. {O27.t} 32.5202 Fnx. {0275) .1252O2 li-mail (lpmptsfr,r punvorejokab.go. kl
Websitc : l )inpmptsp.l'ur$ orTiokab.go. irl

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWORAJO

NOMOR : $oo /o)1" / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDII(ATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2O2I - 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

Menimbang a. bahwa salah satu upa-va untuk meningkatkan
Akuntabilitas Kineda Dinas Penanaman Modal dan
Pela_vanan Terpad u Satu Pintu Kabupaten Puru'orejo
yaitu dengan menetapkan Indikator Kine{a Utama
sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian
suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkani

b. bahu'a sesuai ketentuan Pasal 4 A1'at (3) Peraturan
Menteri Negara Pendarvagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09 / M.PAN / 5 /2OO7 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas
Penanaman Modal dan Pelal'anan Terpadu Satu Pintu,
Kepala Dinas u ajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpad u Satu Pintu Kabupaten dan Satuan Keda
Perangkat Daerah serta unit keda di bawahnya;

c. bahs'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang
Penetapan lndikator Kinerja Utama Dinas Penanaman
Modal dan Pelal'anan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pu rr,r'orej o Tahun 2021-2026.

l. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Dinas
Penanaman Modal dan Pelal'anan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Ja*'a Tengah:

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penl'elenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang
Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor +421);

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5587),
sebaga.imana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
SS,Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/ MENPAN/5/2OO7 tentang
Pedoman Umum Penetapan lndikator Kine{a Utama di
Lin gkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pur*'orejo Nomor 4
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Puruorejo (kmbaran Daerah Kabupaten
Punvorejo Tahun 20O8 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Puruorejo Tahun
2010 Nomor 3):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Puru orejo Tahun 2O l2 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Puru,orejo Nomor I I
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Punrorejo Tahun 2021-
20261

lO.Peraturan Daerah Kabuprten Purworejo Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembrntuk.rn dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Purrvorcjo (Lrmbaran Daerah Kabupaten
Pur$'or€jo Tahun 20 16 Nomor l4), sebagaimana telah diubah
deng,an Peraturan l)aerah lkbupaten l,urworejo Nomor I
Tahun 2O17 tentang I'erubahar Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Punvorejo Nomor 14 Tahun 2016 tenlang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (i.embaran Daerah Kabupaten hnryorcjo Tahun
20 l7 Nomor I ).

I l.Peraluran Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pur$'orrjo Tahun 2021 - 2026

12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupat.i Nomor 134 Tahun 2021 Tentang,
Rencana Straregis Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten f\ru'orcjo 'l'ahun 2O2l - 2026
{seri D Nomor 34).

Peraturan Daerah Kabupaten Punvorejo Nomor I 1 Tahun
2O21 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Puni'orejo Tahun 2O2l -2026;

Memperhatikan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Indikator Kine{a Utama Dinas Penanaman Modal dan
Pela_vanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Puru,orejo
Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran Keputusan ini.

Indikator Krne{a Utama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Puru'orejo untuk menetapkan rencana
kineq'a tahunan, men-\'ampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerla,
menvusun laporan akuntabilitas kineda serta melakukan
evaluasi pencapaian kine{a.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : O4 Januari 2O23

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4TKABUPATEN RWOREJO

Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 1993t1 I002



INDIKATOR KI NERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWORE.]O TAHUN 2021 _2026

T,AMPIRAN
KEPUTUSAN KBPALA DINAS PENANAMAN MODAI, DAN
PI.] I^AYANAN TNRPAI)U SATU PI NTU KAT'UPATI)N PURWOR I.)..'O

roIoR |goo/ o|b / 2023
TTTTAII(} :

PI:NETAPAN INDIKAToR KINERJA UTAMA I)INAS PENANAMAN
MoI)AI, I)AN PI.:LAYANAN TERPADU SATU PINTU KAIIUPATEN
PURWOREJO TAHUN 202 I,2026

SUMBER DATA PENANGGUNGrNO SASARAN

Meningkatnt a Realisasi
Penanaman Modal

IIYDII(ATOR KII{ERJA
UTAMA

Realisasi Penanaman
Modal

PENJELASAN / FOR}II'LA
PERITITUNGAlT

Realisasi Penanaman Moda
Tahun berjalan

lndeks Kepuasan Masyarakat
(lKM) Perangkat Daerah

DPMPTSP (Sumber
data dari LKPM)

DPMPTSP

JAWAB

DPMPTSP

DPMTlSP

: Purworejo
: O4 Januari 2O23

'2 Menin gkatni-a kual i tas
pelayanan Publik

lndeks Kepuasan
Masyarakat (lKM)
Perangkat Daerah

Ditetapkan cli
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
?r KAI]U PATE URWOREJO

,AGUITG WIBOWO.AP..HU
'l"-bir'r, Lrto-, t'lrd,
NIP 197+0308 l993l',t I 002



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14

TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK

TABEL II BENTUK MUTU PELAYANAN

Punarorelo, 20 November 2023

QINAS PENANAMAN MODAL DAN
RPADU SATU PINTU

ii E WOREJO

o a/

G-T

O AP,MM
tama Muda

NtP 19740308 199311 1002

I

A6UNq w
Pernb{na U

I

I SEKRE TARIS DIN

INDEK KEPUASAN MASYARKAT (IKM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

JULI s/d DESEMBER
TAHUN 2023

NILAI IKM NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN

95.61

JUMLAH

JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN

232 ORANG

L=73ORANG/P=159ORANG
SMA KEBAWAH = 59 ORANG

DIPLOMA = 62 ORANG

SARJANA = 91 ORANG

PASCA SARJANA KEATAS = 20 ORANG
01t07 t2023 - 16t1112023PERIODE SURVEI

TERIMAKASIH ATAS PENIIAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASAYARAKAT

(
a



LAMPIRAN
PERATURAN METERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 14 TAHUN 2OI9

TENTANG PEDOMAN PEI..ryUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN
PUBLIK

TABEL II BENTUK MUTU PELAYANAN

26 Juni 2023
KEPALA D MODAL DAN

PE SATU PINTU
ORU]O

AP. M.M
Muda

NIP. 19740308 199311 I OO2

lNDrrt\ KTTPUASAN MASYARhA',t' (lt(M)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWORL'O
SEMESTER I

TAHUN 2023

NILAI IK]U NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN

95.O1

: 3tr I 0tlANC
: L= IO5ORANG / P= 256ORANG
: SMA IiEBAWAH = 100 ORANG

: DIPLOMA = 9s OIiANG
: SARJANA = 150 ()RANG

: PASCA SAR.,ANA KEATAS - 16 ORANG

PERIODE SURVEI : Ol/ol/2023 - 2sl06/2023

JUMLAH
JENIS KEI.AMIN

PENDIDIKAN

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIXAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS

DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BACI MASAYARAKAT
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PEMERI NTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi No. 2 Pumorelo, Jawa Tengah Kode pos 541 1 1

Telepon (0275) 325202, Faksimile . (0275) 325202
Laman : www.dinpmptsp.purworeiokab. go. id, Pos-e I : dinpmptsp@p urworeiokab.oo.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

NoMoR : oso lo28l 2024

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWORE.'O

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2Ol7
Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kineq'a, Dan Pelaporan Kinerja Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dimana
setiap akhir tahun Kepala Perangkat Daerah wajib
men1rusun LKjIP Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modai dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
tentang Penetapan Laporan Kine{a Instansi
Pemerintah (LKjlP) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

b



Menetapkan

PERTAMA

Indonesia Tallun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4250);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun
2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pe{anjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tah:urr 2Ol7
tentang Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Dan Pelaporan Kinerja Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

7. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 4 Tahun 2O2l
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purworej Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahwt 2O2l
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari keputusan
ini;



KEDUA

KEEMPAT

KEENAM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja
Daerah Kabupaten Pur'worejo Tahun Anggaran 2424.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Purworejo
: Januari 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
U SATU PINTU

o

AP., MM.
uda (IV/c)

NIP 199311 1 002

PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DINAS (

KASUBAG UMUM b

Tembusan:
1. Bupati Purworejo (sebagai laporan );
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai iaporan);

tU
o
*



KEDUA

KEEMPAT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Purworejo
: Januxi 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REJO

AGUNG , AP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740308 199311 1 002

PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DINAS {
KASUBAG UMUM 0

Tembusan:
1. Bupati h.rrworejo ( sebagai laporan );
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 541 1 1

Telepon (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202
Laman : www.dinpmptsp.purwore.iokab.go.id, Pos-el :din0motso@purworeiokab.oo.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAEIUPATEN PURWORF^IO

NOMOR : O5O /0181 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWORRIO TAHUN 2023

a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagai wujud
pertanggungiawaban dalam mencapai Visi, Misi dan
Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka
perwujudan tata pemerintahan yang baik (good
governance), perlu disusun Laporan Kine{a Instansi
Pemerintah (LKjIP);

bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dibentuk Tim Penyusun dalam pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana
dimaksud da.lam huruf a dan huruf b dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusun
Laporan Kineq'a Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten
Purworejo Tahun 2023.

b

c

l. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

tentang
Dalam

Mengingat :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWORE..IO

Menimbang



PERTAMA

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4250);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun
2023, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dal Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2OL4 tenlang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kineq'a, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2O21 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purworej Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pen5,rrsun Laporan Kineda Instansi
Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Menetapkan



KEDUA

KETI()i\

KEEMPAT

KEENAM

Tugas Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA
adalah:
I . Melaksanakan perumusan dan pen]'usunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Puru'orejo Tahun 2O23;

2. Melaporkan hasil penyusunan LKjIP tersebut pada
Bupati.

Dalam melaksanakan tugasn]'a, Tim scbagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab
kepada [1:pala Dinas Pcnanamarr Modal dan Pclavanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Punvorejo.

Segala biay'a vang timbul scbagai akibat diterbitkann,va
Keputusan ini dibebankzrn pada Anggaran dan Belanja
Daerah Kabupaten Punvorejo Tahun .Anggaran 2024.

Keputusan ini berlaku pada tan&gal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pu rr.l,orej o
2 J anwari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAY RPADU SATU PINTU

IVORE.JO\

. AP., MM.
Muda (lV/c)
9931r I 002N]P. *7 r-rg t

Tembusan
'I . Rupati hrrworejo ( sebagai laporan );
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Puru,orejo (sebagai laporan);
3. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten puru'orejo.

\(iuN(; \[/{Br)
PehbiniE



LAMPIRAN :

Kepul l rsan KePala DPMPTSP
Tcntang Pembenrukan Tim PenY'usun
l-aporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjlP) Dinas Penanaman Modal dan
Pclavanan TerPadu Satu Pintu
Xabupaten Puru'orejo Tahun 2023
Nomtr : o5o / 12024
Tanggai : 2 Januari202'i

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

LAPORAN I(INER.IA INSTANSI PtrIUERINTAII ( LKjIP }

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023
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PEMERI NTAH KABUPATEN PURWOREJO

OINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode pos 541 1 1

Telepon (0275) 325202, Faksimile. (0275) 325202
Laman : www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptso@purworeiokab.qo.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR I O5O lOlT / 2024

TENTANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWORE.IO

Menimbang a bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas
pen).usunan dokumen l,aporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo,
perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara
berkala guna mewujudkan tercapainya target-target
kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;

bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran
penJrusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dibentuk Tim Evaluasi Laporan Kine{a Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten
Purworejo Tahun 2023.

b

c

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

tentang
Dalam

Mengingat:

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023



Menetapkan :

PERTAMA

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengal Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4250);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten:tang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun
2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Purworejo Nomor 4 Tahwn 2O2l
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten hrrworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purworej Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahlur: 2O2L
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.



KEDUA

KETI(IA

KEEMPAT

KEENAM

Teabusan ;

Tugas Tim sebagaimana rcrsebut Diktum PERTAMA
adalah:.
l. Melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjlP| Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
Tahun 2O231

2. Melaporkan hasil Evaluasi LK.ilP tersebut pada
Bupati.

Dalam mclaksanakan tugasnya. Tim sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA berranggung janab
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelavanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Segala bia.ya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja
Daerah Kabupaten Punvorejo Tahun Angga tan 2024.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Purworejo
2 Januari 2O2.:l

KE PENANAMAN MODAL DAN
PE U SATU PINTU
KAB ORB-IO

AGUNG WI O, AP., MM.
Pembina a Muda (lVc)
NIP. 19740308 199311 I 002

1. Bupati Puru'oreio (sebagai laporan l;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan);
3. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten puru,orejo.



4. AGUS RISTIYADI

5, DINI NIIR SF]'PTIANA, S'E

Keprrlusan KePala DPMPTSP
Tentang Pembentukan Tirn Evaiuasi
t ax,ra n Kinerja lnstansi Pemerintah
(LKJIB Dinas Penanaman Mcdal dan
Pclal-anan TerPadu Satu Prntu
Kabupaten Puruorejo Tahun 2O23

Nomor :O5O/ 12024
Tarrggui . 2 Jaluuari 2A24

KEDUDUKAN
DALAM TIM

PENANGGUNG
.JAWAB

KETUA

SEKRETARIS

PENGADMINISTRASI
PERIZINAN

ANGGOTA

ANAT,IS INVESTASI DAN ANGG0TA

LPERM()DALAN.U-SAHA

SUSUNAN KE.{NGGOTAAN TIM EVALUASI

LAPORAN KTNERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP )

DINAS PENANAMAN* MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

XABUPATEN PURWORUO TAHUN 2022

NO. NAMA JABATAN DALAM
DINAS/INSTANSI

AGUNG WIBOWO, AP., MM. KEPALA DINAS

DWI RISTYOWATI, SH, MAP. SEKRETARIS DINAS

INDR,\ SRI NUGRAHA, S.KOM PRArr-ATA KOII'IPUTER
PERTAMA

I

2

a
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